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Abstrak
 

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu

poin substansial perubahan tersebut adalah berkaitan dengan dibentuknya suatu badan baru bernama Dewan

Pengawas KPK. Pembentukan tersebut dilatarbelakangi pandangan yang menyatakan bahwa saat ini belum

ada pengawasan maksimal pada KPK sehingga berpotensi besar melakukan kesewenang-wenangan. Tetapi

ada hal yang dinilai kontroversial yakni Dewan Pengawas KPK dapat memiliki kewenangan untuk

memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Adapun metode

yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Kewenangan Dewan

Pengawas KPK yang menggantikan lembaga peradilan ini juga dinilai problematis, terlebih lagi tidak ada

norma pengecualian dalam keadaan mendesak. Selain itu, eksistensi dari Dewan Pengawas KPK ini

menimbulkan beberapa implikasi seperti halnya bertambahnya prosedural yang harus dijalani penyidik

sebelum melakukan upaya paksa dan besar kemungkinan hilangnya bukti serta kebocoran data. Jika

dibandingkan dengan institusi lainnya seperti Badan Narkotika Nasional dan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme, pemberian izin upaya paksa kepada penyidiknya dilakukan oleh lembaga

peradilan. Begitupun jika dibandingkan dengan upaya paksa penyidik di negara lain seperti Belanda dan

ICAC di Hong Kong, pemberian izin upaya paksa sebagai bentuk pengawasan juga dilakukan oleh lembaga

peradilan.

......In 2019, the enactment of Law No. 19 of 2019 on the Second Amendment to Law Number 30 of 2002

on the Corruption Eradication Commission. One of the substantial points of this change is related to the

formation of a new body called the Corruption Eradication Commission Supervisory Board (KPK

Supervisory Board). This formation was motivated by the viewpoint that currently there is no maximum

oversight of the KPK so that it has great potential to commit arbitrariness. However, there are things that are

considered controversial, namely the KPK Supervisory Board can have the authority to grant or not permit

wiretapping, searches and confiscation. The method used by the author in this thesis is a normative juridical

method. The authority of the KPK Supervisory Board to replace this judicial institution is also considered

problematic, moreover there is no exception norm in an urgent situation. In addition, the existence of the

KPK Supervisory Board has several implications, such as additional procedures that investigators must

undergo before making forced attempts and the possibility of loss of evidence and leakage of data. When

compared with other institutions such as the National Narcotics Agency (BNN) and the National Counter-

Terrorism Agency (BNPT), the judicial institutions give permission for forced attempts to investigator.

Likewise, when compared with the forced efforts of investigators in other countries such as the Netherlands

and the ICAC in Hong Kong, the granting of forced attempts as a form of supervision is also carried out by

the judiciary.
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